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Abstract
This study examines the fragmentation of marriage registrars’ interpretive authority regarding
the omission of the oral recitation of the sighat taklik talak in contemporary marriage ceremonies
in Palangka Raya and its implications for the protection of women’s rights. Using an empirical
legal method with a socio-legal approach, data were collected through interviews, observations,
and documentation involving marriage registrars from several Offices of Religious Affairs (KUA)
and analyzed qualitatively. The findings reveal differing views among marriage registrars. Some
consider the oral recitation of the sighat taklik talak a quasi-obligatory practice that functions as
legal education and a safeguard for wives’ rights, while others argue that signing the taklik talak
document in the marriage certificate is sufficient to fulfill legal requirements. The omission of
oral recitation is influenced by time constraints, limited legal literacy, and cultural perceptions
that regard the mention of divorce (talak) on the wedding day as taboo. Although this practice
does not affect the validity of marriage, it may weaken legal awareness and reduce the protective
function of taklik talak for women. Theoretically, the findings reinforce socio-legal perspectives
and the relevance of maslahah mursalah in understanding the preventive role of sighat taklik
talak. Practically, the study highlights the need to strengthen premarital legal literacy and
standardize marriage services within KUA institutions.
Keywords: Fragmentation, interpretative authority; penghulu; ta'liq al-talag; contemporary
Islamic law,; Palangka Raya city

Abstrak
Penelitian ini mengkaji fragmentasi otoritas interpretatif penghulu terhadap pengabaian
pembacaan lisan sigat taklik talak dalam praktik akad nikah kontemporer di Kota Palangka Raya
serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Penelitian menggunakan metode
hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi terhadap penghulu di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya,
kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan
di kalangan penghulu. Sebagian penghulu memandang pembacaan lisan sigat taklik talak sebagai
kewajiban moral (quasi-obligatory) yang berfungsi sebagai sarana edukasi hukum dan
perlindungan hak istri, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa penandatanganan dokumen
taklik talak dalam buku nikah telah cukup memenuhi aspek legalitas. Pengabaian pembacaan lisan
dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta persepsi
kultural yang menganggap penyebutan kata “talak™ pada hari pernikahan sebagai sesuatu yang
tabu. Hal ini tidak memengaruhi keabsahan perkawinan, praktik tersebut berpotensi melemahkan
kesadaran hukum dan fungsi perlindungan perempuan. Adapun secara teoretis, temuan ini
menegaskan bahwa implementasi hukum keluarga Islam merupakan hasil interaksi dinamis antara
norma hukum, aktor hukum, dan konteks sosial, sekaligus memperkuat perspektif sosio-legal
serta relevansi maslahah mursalah dalam memahami fungsi preventif sigat taklik talak. Adapun
secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum pranikah dan
standardisasi pelayanan perkawinan di lingkungan KUA guna menjaga fungsi protektif taklik
talak bagi perempuan.
Kata kunci: Fragmentasi; otoritas interpretatif; penghulu; ta’liq talaq; kontemporer; kota
Palangka Raya
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PENDAHULUAN
Sigat taklik talak adalah perjanjian talak bersyarat (sighat taklik) yang tercantum

pada buku nikah (meskipun tidak wajib dibacakan), ikrar ini sering ditawarkan oleh
penghulu KUA untuk melindungi istri, misalnya apabila suami melanggar janji tertentu.
Ketentuan ini tercantum Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-46 (KHI), yang
memperbolehkan calon mempelai membuat perjanjian perkawinan (Sovil & Firmansyah,
2025). Pembahasan diatas terpadat Alquran Q.S Ath-Thalaq [65] ayat 1 dan juga pada
hadis berikut:

G s GaT &) U5 by aile 80 a0 Oty i 08 f3edl e o e G 3
g ool 4 AR G 4y 1 256

Telah menceritakan kepada kami [ Abdullah bin Yazid] telah menceritakan kepada kami
[[bnu Lahi'ah] dan [Hasyim] telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Yazid bin
Abu Habib] dari [Abul Khair Martsad bin Abdullah Al Yazani] dari [Ugbah bin Amir
Al Juhani] dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu‘alaihi Wa Sallam
bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah sesuatu
yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (yaitu syarat-syarat dalam
pernikahan).” (HR. Bukhari no. 2721 dan Muslim no. 1418) (HR. al-Bukhari dalam
kitabun Nikah, Bab as-Syurth fin Nikah, no. 5151. Muslim dalam kitab an-Nikah, Bab
al-Wafa’ fis syurtth, no. 1418).

Realita di lapangan menunjukkan pergeseran budaya, terutama di KUA Kota
Palangka Raya, ditemukan tren di mana pasangan tidak lagi membacakan sigat tersebut
setelah akad nikah. Beberapa pasangan menganggap pembacaan ini tabu atau seolah-
olah “mendoakan” perceraian di hari bahagia mereka. Fenomena ini menimbulkan
pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi perlindungan hukum tetap berjalan jika
edukasi melalui pembacaan lisan ini diabaikan (Abdul Bashir, Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya: 7 Mei, 2024).

Meskipun demikian, dalam praktik hukum Islam (Abduh & Hamidah, 2021),
taklik talak yang berkembang di tengah masyarakat telah terlembagakan berupa sigat
taklik talak yang telah dituliskan pada kutipan akta nikah (Fatarib et al., 2025;
Hasibuddin et al., 2025). Redaksi sigat tersebut ditetapkan secara resmi oleh
Kementerian Agama yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975
Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai sigat taklik talak
menjadi kewenangan Menteri Agama (Hasan et al., 2022).

Oleh karena itu, taklik talak dipahami sebagai sarana untuk melindungi hak-hak

istri (Yuniria et al., 2022), menunjukkan bahwa naskah ikrar taklik talak disusun khusus
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oleh pemerintah KUA untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami (Asriani
& Haddade, 2021; Ni’ami, 2022), demi menegaskan taklik talak bertujuan menjaga
keharmonisan keluarga dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi istri (Jalil et
al., 2025; Nurdin et al., 2024), apabila suami melanggar, istri dapat mengadukan ke
Pengadilan Agama dan talak akan dijatuhkan (Ariani et al., 2025; Mustahid et al., 2025;
Nelli et al., 2026). Studi lainnya melaporkan tantangan pelaksanaannya mengamati
bahwa petugas KUA memberikan bimbingan pranikah tentang taklik talak sebagai
perlindungan hak istri (Elkarimah & Asriani, 2022; Muannas et al., 2025), tetapi masih
ada kesenjangan pemahaman sehingga masyarakat (Mundzir & Muthmainnah, 2022),
kerap menganggapnya hanya rutinitas tanpa makna pada sosialisasi aktif KUA tentang
taklik talak dapat menurunkan angka perceraian, karena pasangan lebih memahami
tanggungjawab hukum dan moral. Data primer setempat tentang “pengabaian ibadah”
sebagai syarat taklik masih minim (Padlianor, 2025; Rahman, 2023).

Berdasarkan literature review diatas, penelitian ini memposisikan diri di tengah
diskursus hukum keluarga Islam dengan menawarkan pembaruan perspektif melalui
studi sosio-legal di kota Palangka Raya. Kebaruan ini terlihat jelas ketika disandingkan
dengan tren penelitian terdahulu pergeseran dari fungsi ideal ke realitas pragmatis,
identifikasi hambatan kultural "tabu perceraian", dan fragmentasi otoritas interpretatif di
kalangan penghulu. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan melakukan
reorientasi epistemik terhadap taklik talak. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini
terletak pada pengungkapan bahwa eksistensi sigat taklik talak saat ini berada dalam
arena negosiasi antara norma hukum tertulis, persepsi subjektif aktor hukum (penghulu),
dan kebutuhan perlindungan sosial di tengah masyarakat yang mengalami degradasi
makna terhadap instrumen hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris berdasarkan tipe
sosiologis hukum (sosio-legal) untuk mengkaji pandangan para penghulu terhadap
pengabaian keberadaan sigat taklik talak, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap
perlindungan hak perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun alokasi waktu dan tempat digunakan untuk
meneliti tentang eksistensi sigat taklik talak pada praktik akad nikah kontemporer dalam

pandangan Penghulu Kota Palangka Raya dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.
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Subjek penelitian yaitu 5 (lima) orang individu yang terdiri dari 2 orang penghulu
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, 2 orang penghulu Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jekan Raya dan 1 orang penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sabangau. Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini antara lain :
Penghulu resmi yang ada di Kantor Urusan Agama dibeberapa Kecamatan, Penghulu
yang mengalami pengabaian sigat taklik talak, Penghulu memahami dan mengetahui
tentang sigat taklik talak, Dapat dimintai keterangan. Adapun objek penelitian adalah
pandangan penghulu mengenai pengabaian pengucapan sigat taklik talak seharusnya
dibacakan setelah akad nikah sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan ketika
menjalani kehidupan rumah tangga.

Sumber data primer pada artikel ini diperoleh dengan cara yaitu wawancara dan
observasi secara langsung ke lokasi penelitian. Data sekunder berupa buku atau jurnal
terkait dengan socio-legal dan maslahah mursalah. Data tersebut dikumpulan dengan
interview (wawancara) secara langsung dengan 5 (lima) orang subjek penelitian yaitu, 2
orang penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, 2 orang penghulu Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, 1 orang penghulu Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sebangau. Observasi (pengamatan) nonpartisipan dengan mengamati
langsung tentang pandangan penghulu terkait pengabaian sigat taklik talak dan dampak
hukum terhadap perlindungan hukum bagi perempuan.

Teknik triangulasi sumber juga digunakan dengan membandingkan informasi dari
beberapa subjek (penghulu dari berbagai Kecamatan) untuk mendapatkan sudut pandang
yang komprehensif. Dengan demikian, dari subjek, objek, sumber data, dan pengumpulan
data kemudian dilakukan teknik analisis data pada penelitian secara kualitatif
menggunakan model interaktif. Tahap pertama adalah reduksi data (data reduction),
yakni proses menyeleksi dan memfokuskan data diperoleh atas hasil wawancara dengan
lima orang penghulu di KUA Kota Palangka Raya. Selanjutnya, data disajikan (data
display) dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk menggambarkan keragaman
pandangan para penghulu yang dipengaruhi oleh pengalaman empiris serta tingkat literasi
masyarakat. Pada tahap ini juga disusun argumentasi mengenai adanya pergeseran dari
ritual compliance menuju substantive compliance dalam praktik akad nikah kontemporer.
Tahap akhir berupa verifikasi (verification), yaitu penarikan dan pengujian kesimpulan
dengan menggunakan pendekatan sosio-legal serta perspektif maslahah mursalah.
Melalui kerangka ini, dianalisis dampak sosiologis dari tidak dibacakannya taklik talak,
yang dipandang sebagai kebutuhan hajiyyah (instrumen preventif) dalam upaya
menjamin keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Pandangan Penghulu terhadap Pengabaian Sigar Taklik Talak
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Pandangan para penghulu KUA di Kota Palangka Raya terhadap pengabaian
pembacaan sigat taklik talak tidaklah bersifat tunggal. Terdapat spektrum pemikiran yang
dipengaruhi oleh pengalaman empiris di lapangan, tingkat literasi masyarakat, dan
kebijakan administratif.

Berdasarkan wawancara dengan penghulu berinisial H (KUA Kecamatan
Pahandut) menyatakan “kami selalu menawarkan setelah ijab qabul dan khusus nya kami
tanyakan kepada istrinya, ini mau dibacakan sekarang atau nanti. Karena sigat taklik itu
yvang jelas wajib dibacakan, seandainya suaminya melanggar dari ketentuan sigat taklik,
istrinya bisa mengajukan hal nya ke Pengadilan Agama untuk diputuskan pernikahannya
meskipun dengan berbagai macam kendala dan alasan dalam menolak sigat taklik
tersebut seperti resepsi atau menganggap baru saja mengucapkan ijab qobul, tetapi
kemudian dibacakan sigat taklik talak yang diperdengarkan ada kata “Talak” buruk,
(padahal pada hari dibacakannya ijab qobul banyak keluarga dan masyarakat yang
merasakan kebahagiaan), sehingga menganggap sebuah kondisi yang kontradiktif dan
dinilai tidak etis, bahkan ada juga tidak bisa membaca (buta huruf bagi mempelai laki-
laki)”. AR (KUA Kecamatan Pahandut) juga menganggap bahwa pembacaan sigat taklik
talak sebagai sesuatu yang penting dan cenderung wajib secara moral (bagi penghulu
mengingatkan) karena menurut beliau “sebagian ada yang dibacakan langsung,
sebagian ada yang tidak. Itu tergantung permintaan sang perempuan, ketika kami
tanyakan kepada perempuannya ini mau dibaca atau tidak, apabila perempuannya mau
dibaca, maka dibacakan oleh suaminya. Tapi apabila si perempuannya mau dibaca
dirumah saja, maka tetap kami tekankan bahwa sigat taklik itu harus dibaca, mesikpun
secara hukum itu tidak masalah, karena itu tidak masuk ke dalam rukun pernikahan dan
syarat pernikahan. Akan tetapi, itu berfungsi ketika dibacakan dan didengarkan orang
banyak bahwasannya itu adalah masalah perjanjian terhadap istri. Namun yang penting
disitu ada penghulu yang wajib mengingatkan (moral).”

Penghulu berinisal F (Kepala KUA Kecamatan Sabangau) menyatakan kewajiban
untuk mengucapkan sigat taklik talak karena menurut beliau “tidak masalah mau dibaca
atau tidak dibaca. Alasannya tidak ada kewajiban harus dibaca, tetapi alangkah baiknya
mungkin dibaca walaupun itu tidak dilakukan oleh sebagian penghulu di Indonesia. Itupun kalau
dari pihak pengantin mau minta dibaca. Kalau kita (penghulu) mau dibaca silahkan, mau tidak
Jjuga tidak masalah. Utamanya ditawarkan dan disurat akta nikah itu sudah ada sigat taklik itu
dibaca atau tidak, nahh ada disitu di centang dan di tanda tangani suami dan istri ada didalam
buku nikah dan itu ditanda tangani oleh suami. Intinya kami tidak mewajibkan, tetapi kami
anjurkan apakah mau dibaca atau tidak.” Adapun menurut penghulu MN (KUA Kecamatan
Jekan Raya) pembacaan sigat taklik talak “sigat taklik ini kalau bagi kami tidak begitu
penting (karena ada aturan yang tidak mewajibkan), jadi selaku perangkat hanya
menjalankan kewajiban, disisi lain kami juga memberikan pemahaman tentang sigat
taklik dan sangat menganjurkannya. Akan tetapi, pentingnya pembacaan sigat taklik
talak dan manfaatnya itu akan mereka rasakan antara mempelai sendiri. Jadi kami
sebagai petugas hanya bisa memberikan pemahaman dan pengertian kepada mereka.”

1612 | USRAH, Volume 7 Nomor 3, July 2026



Aris Sunandar Suradilaga, etc., Fragmentasi Otoritas Interpretatif Penghulu Dalam Praktik Taklik Talak
Kontemporer ...

Adapun KA (KUA Kecamatan Jekan Raya) yang berbeda satu-satunya dari
beberapa pendapat 4 KUA yang lainnya, di mana beliau menyatakan bahwa pembacaan
sigat taklik sebagai formalitas, namun tetap penting secara substansial karena menurut
beliau “saya sih mendukung aja, kenapa tidak mewajibkan karena sudah ada tanda
tangan suami buku nikah. Misalkan tidak membaca, tetap kami ingatkan dibacakan
sendiri dan lebih afdholnya kalau dibaca dihadapan orang banyak, meskipun kalau
secara hukum itu tidak apa-apa tidak dibaca, karena itu tidak masuk ke dalam rukun
pernikahan dan syarat pernikahan. Cuman itu berfungsi saja ketika dibacakan dan
didengarkan orang banyak bahwasannya itu adalah masalah perjanjian terhadap istri.
Namun, yang penting disitu ada penghulu yang wajib mengingatkan saja.”

No. Infoman  Kategori Alasan Faktor
Pandangan Mempengaruhi
1 H dan AR Pembacaan lisan - Pasangan Meskipun mereka
(KUA dinilai sangat pengantin kerap menganggap
Kecamatan penting sebagai menolak pembacaan  ini
Pahandut) aspek edukasi membacakan sebagai
hukum bagi sigat tersebut kewajiban moral
pasangan dan karena  merasa (quasi-
berfungsi sebagai tabu obligatory) demi
basis  legitimasi menyebutkan edukasi
(legal safeguard) kata "talak" atau perlindungan
perlindungan membahas istri,  statusnya
hak-hak istri jika perceraian di hari yang tidak
terjadi  tindakan bahagia mereka. mengikat secara
sewenang- Ada  ketakutan hukum formal
wenang di psikologis bahwa membuat mereka
kemudian hari mengucapkan tidak bisa

ikrar tersebut memaksakan
seolah-olah sama pembacaan

dengan tersebut  ketika
"mendoakan" berhadapan

atau dengan
menyumpahi keengganan

kegagalan rumah pasangan.
tangga yang baru
saja dibangun.

- Masyarakat atau
pasangan
pengantin sering
kali
mengabaikannya
karena  mereka
tidak memahami
esensi
perlindungan di
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balik teks
tersebut. Mereka
menganggap
pembacaan lisan
itu hanya sekadar
rutinitas
seremonial tanpa
makna
substantif,
sehingga ketika
ada kesempatan
untuk  dilewati,
mereka memilih
untuk tidak
membacakannya.

2 F (Kepala Menilai Pembacaan lisan ini Mereka menilai
KUA pembacaan lisan diabaikan  karena pembacaan lisan
Kecamatan tidak terlalu adanya pergeseran tidak terlalu
Sabangau) penting karena orientasi dalam penting  dalam
dan MN sudah beralih memahami praktik  karena
(KUA pada pemenuhan keabsahan sebuah teks sudah
Kecamatan validitas perjanjian.  Pihak tertuang secara
Jekan substansial, yaitu pengantin tertulis di buku
Raya) menganggap menganggap bahwa nikah. Hal ini

penandatanganan  dengan mendorong
dokumen buku menandatangani terjadinya
nikah yang dokumen tersebut, pergeseran dari
memuat teks pengantin  secara ritual compliance
tersebut  sudah otomatis sudah (kepatuhan
cukup mengikat terikat secara membaca lisan)
secara hukum hukum. Oleh karena menuju
(formalitas itu, pengucapan substantive
administratif). secara lisan compliance
dianggap tidak lagi (cukup
krusial dan bisa menandatangani
dilewati demi dokumen),
efisiensi formalitas sehingga
administratif pengabaian lisan
dianggap hal
yang wajar secara
administratif

3 KA (KUA Mengambil jalan Alasan mendasar Adanya
Kecamatan tengah di mana mengapa praktik ini kelonggaran
Jekan secara  formal- bisa diabaikan interpretasi
Raya) administratif adalah karena secara hukum di mana

pengucapan lisan regulasi hukum pengucapan lisan
memang  tidak perkawinan tertulis, memang diakui
diwajibkan oleh pembacaan lisan tidak wajib
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aturan normatif memang tidak secara  formal
perkawinan , menjadi syarat aturan  negara,
tetapi secara wajib yang meskipun
substansi memengaruhi  sah substansinya
esensinya tetap atau tidaknya penting. Ruang
penting untuk sebuah pernikahan. interpretasi yang
dipahami  oleh Karena tidak ada luas ini membuat
pengantin paksaan hukum penghulu tidak
formal, penghulu memberikan
membiarkan paksaan kepada
terjadinya negosiasi pengantin untuk
praktik di lapangan = membacakannya.

Fragmentasi Pandangan Penghulu terhadap Pengabaian Pembacaa Lisan Sigat
Taklik Talak

Berdasarkan data wawancara kepada 5 Penghulu KUA Kota Palangka Raya
menyatakan bahwa kelompok pertama, H dan AR (KUA Kecamatan Pahandut), secara
tegas menempatkan pembacaan sigat taklik talak sebagai sesuatu yang “penting dan
cenderung wajib secara moral”. Bagi mereka, pembacaan lisan bukan sekadar ritual,
melainkan bagian dari proses edukasi hukum yang melekat pada momen akad nikah.
Menurut H, penghulu yang tidak membacakan sigar taklik talak secara lisan berarti
melepaskan kesempatan emas untuk memberikan pemahaman hukum kepada pasangan.

Kelompok kedua, F (Kepala KUA Kecamatan Sabangau) dan MN (KUA
Kecamatan Jekan Raya), memiliki pandangan yang berbeda. Menurut mereka,
pembacaan sigat taklik talak “tidak terlalu penting dalam praktiknya” karena sigat taklik
talak telah termuat secara tertulis dalam buku nikah dan sudah ditandatangani oleh suami.
Bagi F, penandatanganan dokumen itu sendiri sudah merupakan bentuk pengikatan
hukum yang sah dan memadai. MN menambahkan bahwa keterbatasan waktu prosesi
akad menjadi pertimbangan utama untuk memaksakan pembacaan lisan justru berpotensi
mengurangi kekhidmatan momen.

Adapun KA (KUA Kecamatan Jekan Raya) menawarkan posisi ketiga yang
paling moderat di antara kelimanya. Beliau menyatakan bahwa pembacaan sigat taklik
sebagai “tidak wajib secara formal, namun tetap penting secara substansial”. Menurut
KA, penghulu memiliki kewajiban moral untuk setidaknya menjelaskan substansi taklik

talak kepada pasangan, meskipun tidak harus dibacakan secara harfiah.
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Dengan demikian, pengabaian sigat taklik talak tersebut terletak pada landasan
utama ada pada resistentsi kultur masyarakat (tabu perceraian) dan keterbatasan teknik
serta literasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembacaan sigat taklik
talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya tidak berada pada kerangka
normatif yang tunggal, melainkan mencerminkan kontestasi antara formalitas hukum dan
orientasi substantif praktik perkawinan Islam (Shomad & Hajati, 2025). Secara
konseptual, sigat taklik talak dirancang sebagai instrumen normatif untuk menjamin hak-
hak istri serta menjaga keseimbangan relasi rumah tangga. Studi mutakhir menegaskan
bahwa sejak awal konstruksinya, taklik talak memang berfungsi sebagai jaminan
perlindungan perempuan terhadap potensi tindakan sewenang-wenang suami (Amelia et
al., 2023; Baihaqi, 2021).

Sigat taklik talak secara praktik empiris dan dari segi fungsi, mengalami
reinterpretasi oleh penghulu sebagai aktor implementatif hukum. Variasi persepsi
penghulu mengindikasikan adanya fragmentasi otoritas interpretatif hukum keluarga
Islam kontemporer (Nadhifah et al., 2026). Hal ini sejalan dengan temuan adanya
kesenjangan antara norma hukum tertulis (KHI) ataupun praktik di lapangan, dimana
taklik talak secara normatif tidak diwajibkan, tetapi sering dianggap penting bahkan
quasi-obligatory (Muhammad et al., 2025; Muntaqo et al., 2025).

Variasi persepsi penghulu mengindikasikan adanya fragmentasi otoritas
interpretatif. Sebagian informan menempatkan pembacaan sigat taklik talak sebagai
elemen krusial yang bersifat quasi-obligatory karena berfungsi sebagai basis legitimasi
bagi perempuan dalam mengakses mekanisme hukum, khususnya gugatan perceraian
(Fitriani, 2022). Perspektif ini menegaskan dimensi protektif sigat taklik talak sebagai
instrumen /egal safeguard dalam relasi domestik yang asimetris (Afandy et al., 2023).

Hal ini perlu fokus dari aspek performatif menuju validitas substansial, dengan
menempatkan penandatanganan dokumen sebagai bentuk pengikatan hukum yang cukup.
Pergeseran ini mencerminkan transformasi dari ritual compliance menuju substantive
compliance. Pada kajian kontemporer, fenomena ini juga dipahami sebagai upaya
harmonisasi antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia, yang menuntut fleksibilitas
sigat implementasi norma (Joni Reka Jaya et al., 2022; Sukatma et al., 2021).

Kecenderungan untuk mereposisi sigat taklik talak sebagai instrumen edukatif

menunjukkan adanya reorientasi epistemik sigat praktik hukum keluarga Islam (Prasojo,
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2025). Akan tetapi, pendekatan ini tidak lepas dari kritik, bahkan tanpa pemahaman
hukum yang memadai, reduksi taklik talak menjadi sekadar simbol atau bahkan diabaikan
justru berpotensi melemahkan fungsi protektifnya terhadap perempuan (Muala, 2023).

Pada dimensi empiris, praktik pembacaan sigat taklik talak juga dipengaruhi oleh
faktor struktural dan kultural, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat dan
keterbatasan teknis sigat prosesi akad. Hal ini mengakibatkan terjadinya degradasi makna
normatif, dimana taklik talak tidak lagi dipahami sebagai instrumen perlindungan
substantif, melainkan sekadar formalitas administratif (Arifin et al., 2021; Na’imulloh,
2021). Kondisi ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyoroti
rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi taklik talak sebagai
mekanisme perlindungan hak perempuan.(Afandy et al., 2023; Haq et al., 2024).

Sigat taklik talak dalam perspektif hukum terjadi ambiguitas status pembacaan,
memperlihatkan adanya ruang interpretasi yang luas. Meskipun tidak diwajibkan secara
normatif, keberadaannya tetap memiliki implikasi yuridis signifikan sebagai dasar
gugatan perceraian. Konteks taklik talak berfungsi sebagai mekanisme fasilitatif yang
memperkuat akses perempuan terhadap keadilan. Sejalan dengan pendekatan gender
Jjustice, taklik talak sebagai instrumen menuju perlindungan hukum yang lebih setara
antara suami dan istri yang diakui oleh hukum Islam (Hasani et al., 2026; Ibrahim
Harahap & Syahmedi Siregar, 2022; Robby Novera Siin, 2023).

Dalam aturan hukum Islam Indonesia para 5 penghulu di KUA kota Palangka
Raya sudah tepat tidak harus memaksakan dan mewajibkan untuk pengucapan sigat taklik
talak sesuai aturan Komplikasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 46 ayat (3), yang
menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap
perkawinan ((MUI), 1996; Komplikasi Hukum Islam, 2001; RI, 2018). Alasan utama 5
penghulu tidak harus memaksakan dan mewajibkan karena mereka adalah Apararur Sipil
Negara (ASN) yang tentunya harus mematuhi kebijakan pemerintah pada kaidah
maslahah mursalah berikut:

Aaliadly bsladie 5 L play) i

Segala kebijakan Imam [Presiden sampai pimpinan paling bawah] mesti dikaitkan
dengan kemaslahatan masyarakat banyak (Helim, 2024).

Tentunya bukan alasan itu saja, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib
diadakan pada setiap perkawinan, jika sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat

dicabut kembali. Akan tetapi secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa praktik
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hukum merupakan hasil interaksi dinamis antara norma, aktor, dan konteks sosial
(Shomad & Hajati, 2025; Wibowo Fathiyaturrahmah, 2025). Sigat taklik talak perspektif
maslahah mursalah (Apriyanti & Hasanah, 2025; Khoiriyah & Basyar, 2021; Muzakki et
al., 2025), dapat dikategorikan sebagai kebutuhan Adjiyyah yang memiliki nilai utilitarian
demi menjaga stabilitas rumah tangga dan melindungi pihak yang rentan (Nastangin &
Huda, 2019; Widiyaningrum & Rofiah, 2025). Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat
wajib, eksistensinya tetap memiliki nilai strategis dari kerangka perlindungan hukum
perempuan. Seperti kaidah fikih berikut:

Az s e 2384 a2 03

Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Dengan demikian, pembacaan sigat taklik talak tidak dapat direduksi sebagai
praktik administratif semata, melainkan harus dipahami sebagai arena negosiasi antara
norma hukum, persepsi aktor, dan kebutuhan perlindungan sosial. Ketidakhomogenan
praktik di lapangan menunjukkan urgensi standarisasi berbasis substansi dan penguatan
literasi hukum, agar fungsi protektif sigat taklik talak tidak mengalami reduksi praktik

hukum keluarga Islam kontemporer.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi sigat taklik talak dalam praktik akad nikah

kontemporer di Kota Palangka Raya berada dalam ruang negosiasi antara norma hukum
tertulis, interpretasi penghulu sebagai aktor hukum, dan kebutuhan perlindungan sosial
dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan adanya fragmentasi otoritas
interpretatif di kalangan penghulu, di mana sebagian memandang pembacaan lisan sigat
taklik talak sebagai kewajiban moral (quasi-obligatory) yang berfungsi sebagai sarana
edukasi hukum dan perlindungan hak-hak istri, sedangkan sebagian lainnya menilai
bahwa keberadaan teks taklik talak yang telah ditandatangani dalam buku nikah sudah
cukup memenuhi aspek legalitas sehingga pembacaan lisan tidak lagi dipandang sebagai
kebutuhan yang mendesak. Pengabaian pembacaan lisan tersebut dipengaruhi oleh faktor
pragmatis berupa keterbatasan waktu pelaksanaan akad, rendahnya literasi hukum
masyarakat, serta faktor kultural berupa anggapan bahwa penyebutan kata “talak” pada
hari pernikahan merupakan sesuatu yang tabu dan berpotensi mengurangi kesakralan

momen pernikahan.
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Temuan ini memiliki implikasi teoretis yang menegaskan bahwa praktik hukum
keluarga Islam tidak semata-mata ditentukan oleh norma normatif yang tertulis,
melainkan juga dibentuk oleh proses interpretasi yang dilakukan oleh aktor hukum dalam
konteks sosial. Penelitian ini memperkuat perspektif sosio-legal dan memperluas kajian
maslahah mursalah dengan menunjukkan bahwa sigat taklik talak tetap memiliki relevansi
sebagai instrumen preventif yang bersifat 4d@jiyyah dalam upaya menjaga keadilan dan
perlindungan hukum bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun dari segi implikasi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya
penguatan standardisasi pelayanan perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama
(KUA), khususnya dalam penyampaian substansi dan fungsi perlindungan hukum yang
terkandung dalam sigat taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak, bukan sekadar
formalitas administratif. Hal ini diperlukan pedoman yang lebih seragam bagi penghulu
dalam memberikan penjelasan mengenai taklik talak sehingga perbedaan praktik antar
KUA dapat diminimalisasi dan fungsi protektif taklik talak tetap terjaga di tengah

dinamika masyarakat kontemporer.
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